SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWL
NOMOR 12 TAHUN 2018

TEWTANG

PERURAHAN ATAS ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 53 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAR 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUI'ATI PRINGSEWL,

a. bahwa Peraturan Bupat Mnngsewu Nomor 53 Tahun
2017 tenrang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 telah
diundangkan dan telah efektif dilaksanakan;

h. hahwa dengan ardanya penatasn dan pergeseran
anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik, Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak., Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana, Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pekon, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi
dan Informatika, Dinas Kepemudasan, Olahraga dan
Pariwisata, Dinas Perpustakan dan Kearsipan, Dinas
Perikanan, Dinas Pertanian, Sekretariat Dasrah,
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Sekretariat
Dewan Horpri, Kecamatan Gadingrejo, Kecamatan
Sukoharjo, Kecamatan Ambarawa, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan
Pendapatan Daeralh, Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia maka guna
memenuhi ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
schagaimana ielah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 21
Tahun 2011 petlu ditetapkan Peraturan Bupati
untuk mendahului Peraturan Daerah tentang
Angparan Fendapatan dan Belanja Daerah sebagal
dasar pelaksanaan;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurif a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun
2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tehun Anggaran 20185;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1983 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Repubik [ndonesia
Nomor 3313] sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 3851];

Undanp-Lndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyclengpara Nepara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negars (Lemnbaran  Negara Republik
Indonegia Tahun 2003 Nomor 47, Tambabhan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4286};

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistern Pendidikan Nasional [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 78,
Tambahan Lembaran HNegara Republik Indonesia
Nomor 4301};

Undang-Undanyg Nomor 1 Tabun 2004 tenlang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negare Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sisterm  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
jLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 442 1);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 temiang
Perimbanpar kKeuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambghan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);



10.

11.

12.

13,

14.

15,

Undarg-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi
_ampung {Lembaran HNegara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor (85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonestia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049]:

Jndang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pemmbentukan Peraturan Perundang-undangan
iLemharan Wegara Repuhlik Indonesia Tahun 2011
Nomor &2, Tambahan Lembaran Negara Republik
'ndonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5387)
sebagaimana teiah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomer 5B, Tambahan fembaran Negara Kepublik
Indonesia Nemer S679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 56017;

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keusngan Kepala Daerah dan
Walil Kepala Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3028});

Peraturan Femerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang  Kedudukan Protokoler dan  Keuangan
Pimpinan dan Anggnta Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lermbaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 4416) schagalmana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 [(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);



16.

17.

18.

19,

a0,

21,

22,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Xeuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nemar 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502) scbagaimana tclah
dinbah dengan Feraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomotr 3340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indeonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambsehan Lembaran Negara FRepublik Indonesia
Nomor 457 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
rentang Sistern Informasi Keuangan Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indong¢sia Nomor 45Y6) schagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35153);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daesrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Momor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578];

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelavanan Minimali [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Momor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinera [nstansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lemnbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintshan Daerah
Kepada Pecmerintah, Laporan Keterangen
Pertangpungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Masyvarakat
(Lembaran Negarza Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693|;



23,

24,

25.

20,

27.

9R.

249,

0.

31.

Perazturan Pemerintsh Nomoer 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara f Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor #3, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 47.38);

Peraturan Pemenntah Nomor 22 Tahun 2008
lenisng  Pendanaan dan  Pengelelaan  Bantuan
Bencana (Lembaran Negara Repubkk Indonesia
Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negata
Repubiik Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indenesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembarun Negara Repullik Indonesia
Nomor 4864];

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keunangan Kepada Partai Politik [Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambsahan Lembsran Negara Republik Indonesia
Nomoz 4972,

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insenaf Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun %2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomeor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165¢;

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah {Lembaran  Negara
Repuiblik  Indonesia Tabun 2011 Nemor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219,

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tamnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3272};

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tenlang Pengelolasn Barang Milik Negara/Dacrah
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);



32.

34

35,

36.

37.

38,

39,

40,

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambzhan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887);

. Peraturan Pemetrintah Nomor 12 Tahun 2017

tentang Pembinaan dan Pegawasan Peyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republilc
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahiuno 2017
Nomor 6057];

Peraturan Presiden Notnor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintah scbagaimana
telah  dinbah  beberapakali terakhir dengan
Peraturan Peresiden Nomor 4 Tahun 2015
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomeor 3j;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Dacrah scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 [Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor &1 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelclaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedomen Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang DBersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Taerah (Berita Negarta
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Menterl Dalam Negeri Nomor 14
Tahun 2016 [Berita Negara Republik Indoneeia
Tahun 2016 Nomaor 54 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 [Berita Negara Republik Indoncsia Tahun 2017
Nomor 823);



Menetapkan

41.

432,

43.

44,

45.

46,

47,

Feraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemarnpuar
Keuangan Daerah  serta  Pelaksansan dan
Pertanggungjawaban Dana Operasional,

Peraturan Daerah Ksbupaten Pringzewu Nomor 07
Tahun 2010 tentang Pokck-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsawu Tahun 2010 Nomor 07}

Peraturan Daerah Kabupaten Pringsevu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu [Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor
16);

Peraturan Dacrah Kabupaten Pringsewu Nomor 05
Tahun 2017 tentang Kedudukan Protokoler, Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggoia
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu
Tahun 2017 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabuparen Pringsewu Nomor 13
Tahun 2017 tentang Anggaran Dendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembharan
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Noemor
13);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 53 Tahun 2017
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017 Nomor
23);

Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 54 Tahun 2017
tentang Pedoman FPelaksanaan Angparan
Penndapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun
2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

PERATIIRAN RIIPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI FRINGSEWU NOMOR 53 TAHUN
2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TaAHUN
ANGGARAN 2018,



Pasal I

A, Beherapa ketentuan dalam Feratuaran Bupali
Pringsewvwu Nomor 52 Tahun 2017 tentang
Penjabaran Angparan Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun  Anggaran 2018 mengalami
pergeseran sebagai berikut:

1.

10.

11.

12

Pada Lampiran ] tentang Ringkasan Penjabaran
AFBD Tahun Anggaran 2018;

Pada Lampiran lLa tfentang Ringkasan
Penjabaran AFBD berdasarkan Rincian Obyek
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada
Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2018,

Pada Lampiran 1.1 tentang Penjabaran APBD
Unit Organisasi Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan pada Belanja Langsung dan Belanga
Tidak Langsung;

Pada Lampiran 1.2 tentang Penjebaran APBD
Unit Organisasi Dinas Kesehatan pada Belanja
Langsung;

Pada Lampiran 1.3 tentang Penjabaran APBD
Unit Orpganisasi Dinas Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakvat pada Belanja Langsung;

Pada Lampiran IL4 tentang Penjabaran APBD
Unit Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan
Politik pada Belanja Tidak Langsung;

Pada Lampiran 0.5 tentang Penjabaran AFPBD
Unit Organisasi Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Kcluarga Berencana pada Belania
Langsung;

Pada Lampiran 0.6 tentang Penjabaran APBD
Unit Organisasi Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil pada Belanja Langsung;

Pada Lampiran II.7 tentang Penjabaran APBD
Unit QOrganisasi Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Pekon pada Belanja Langsung,

Pada Lampiran .8 tentang Penjabaran APBD
Unit Organisasi WDinas Perhubungan pada
Belanja Tidak Langsung;

Pada Lampiran I.9 tentang Penjabaran APBL
Unit Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika pada Belanja Langsung dan Tidak
Langsung;

.Pada Lampiran 1[.10 tentang Penjabaran APBD

Unit Organisasi Dinas Kepemudaan, Clahraga
dan Pariwisata pada Belanja Tidak Langsung,



Pasal

Perasturan Bupati ini mulai berlakuy  pada  tanggal
diundanglan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangen Peraturan Bupati i dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
FPringsew.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 02 april 2018
BUFATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Hundangkan di Pringsewnu
pada tanggal 02 april 2C18

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,
dto

A. DUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR 14

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JDIH Kabupaten Pringsevm : hitp:f /jdih.pringsevukab.po.id/f
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